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PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAIIUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUAPATRN ICEPULAUAN SULA '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA

Menlmbang : a. bahwa untiik melnkannakan ketentiian Pasnl 17 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahiin 2017 tentang Hak Keuangan dan
Admlnistratlf Pimplnan dan Anggota Dewan Peiwakllan Rakyat
Daerah sekaUgna pcnjabarnn Icblh lanjut Peraturan Dacrah
Kabupaten Kepiilannn Sula Nomor 3 Tajiun 2017 tentang Hak
Keuangan dan AdmlnlHtratif Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakdan
Rakyat Daerah Kntmpntcn Kcptilauan Sula serta dalam rangka
menlngkatkan kclanearnn tiignH dan klnetja Pimplnan dan Anggota
Dewan Perwnkilan Rnl<yat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, perlu
diatur dalam Peraturan Bupatl;

b. bahwa berdaaarkan pertlmbangan Hel)agaimana dimaksud pada huruf
a perlu ditetnpkan Peraturan Bupatl tentang Perubahan atas
Peraturan Bupatl Nomor 3fi Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan AdrnlntHtratlf Pimplnan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta dalam rangka
menlngkatkan kelniKjarnn ttigaa dan klnerja Pimplnan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Knbupateji Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabttpafen Halmahera Tlmur, dan Kota
Tidore Kepulauan, (Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nomor 21
Tambahan lcmbaran Ncgarn Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor i47, Tambahan lembaran
Negara RI Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengawasan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lmbaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);



6. Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerab ( Lembarnn Negara Tabun 2014 Nomor 244j Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali tcrnlcbk dengan Undang p- \mdang Nomor 9 Tahnn
2015 Tentang penibaban kedua atas undang - undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pcmcrintaban Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang •" undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintab Piisat dan Daerah (Lembaran Negara
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Umbnran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri SIpl! ( lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098 ), sebagaimana diubah
beberapa kali diubah terakblr dengan Peraturan Pemerintab Nomor
30 tahun 2015 Tentang Penibnban ketujuhbelas atas Peraturan
pemerintab nomor 7 Tabun 1977 Tentang Pearturan Oaji Pegawai
Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tabun 2015 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintab Nomor 59 Tabun 2000 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak
Keuangan/Adminlstratif .Kepala Dnerab/Waldl Kepala Daerah dan
Bekas Kepala daerah/Dekas Walcil JCepala Daerah serta
Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 16 tahun 1993 ( Lembara
Negara RI Tabun 2002 Nomor 121);

10. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerab ( Lembarnn Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembarnn Negara RI Nomor 4378);

11. Peraturan Pemerintab Nomor 70 tabun 2015 Tentang Jaminan
Kecelalcaan Keija dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Apartur Sipil
Negara ( Lembarnn Negara RI Tabun 2015 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5740);

12. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif PImpinan dan Anggota DPRD (
Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6057);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 Tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemerintab Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

■ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara RI Tahun
2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.6/2012 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara ( Berita Negara RI
Tahun 2012 Nomor 234);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2015
Nomor 2036);



Nomor2036); m * «

18. Peraturan Pemerlnlnh Nomor 62 Tahun 2017 Tentang
Pengelotnpolcan Kamnmpunn Katinfignn Dnerah aerta Pelakaanaan
dan PcTtanggunBlnwnbnn Dana Oprnalonal (;Berita Negaia BI Tahun
2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Daerah Knbupaten Kepulnuan Sula Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauati Sula;

20, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 20
Tentang Hak Ktmnngnn dan Admlniatratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten KeptJlaunn Sula ( Umbnrdn Daerah Kabupaten
Kepulauan Sula Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSTCAN :

«ir ^ • pfpaTURAN BUPATI kepulauan sula nomorMenetapkan : PE^^^^
ilmw oni7 HAK KEUANOAN DAN ADMINISTRATIF
?^™an dan angqota dewan perwakilan rakyat daerah
KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

BABX

ketentxjan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

1. Pemeiintah Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula
3. Dewan Perwakflan Ralqrat Daerah aelaniutnya dlsebut DPRD adalah Badan Leges a

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Peiabat Daerah yang memegang jabfltan Ketua oan wnrai rc
Kepulauan Sula sesuai peraturan perundang-undangan;

sesuai Peraturan Perundang-Undangan. .
A  aaVretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aelaniutnya dlsebut Sekretmat D

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula,
7  Sektetaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aelatjutoya dlsebut Sekretos DPRDadSSTsdtSs Dewan Perwakilan Raltyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Uang Representaai adalah Uang yang aetiap bulan

Ang^ta DPRD sehubungan dengan kedtldukannya aebagai Hmpinan dan Anggota
DPRD; . ^

lJlS2^ITOk^a1^dXSnyZrfSf& Anggota DPRD.

I

'!

i



11. Tunjangan Mat Kelengkapan adalah Tunlungan yang cWbenkan setiap bulm
Pmplnan dan Anggota DPRD schubungnn dengan keduduknnnya aebagal Ketua,
Ketua , Sekretaris, Anggota Bndan Mnayawarah, Komlsl, Badan Kehonnatan, Baaan
Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Alnt Kelengkapan yang diperlukan yang
dlbentuk oleh Rapat Paripuma.

12. Tunjangan Mat Kelen^pan Lain adalah tunjangan yang diberlkm kepada Hi^an
dan Anccota DPRD sehubungan dengan Keduduknnnya aebagai Ketua, w^l Kema,
Sekretaris, Anggota dalam panltla Khuaus yang tldak bersifat tetap yrag^pwlu^
yang bentuk oleh rapat paripuma yang membahaa hal yang bersifat tertentu dan
khuflus.

13. Tunjangan Komunikasi Intenslf, selapjutnya dlaebut Tia adMah uang yang dlberikan
kepada Plmplnan dan Anggota DPRD aetlap bulan dalam rangka mendorong
penfai^atan Idneija Pimplnan dan AngROta DPRD.

14. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang dlberikan kepada: Pimplnan dan Anggota
DPRD sedap melaksankan Reses.

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang dlberikan
AncRota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan kecalakaan Keija, Jwninan
K^martan, Pakaian Dlnaa dan Atribut, Rumah Negara dan Perlen^paimy^ Kendar^
,Hr.a« jabatan bag! Pimplnan DPRD, Belanja Rumah tan^ bagi Pimplnan DPRD,
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang dlberikan kepadd ̂ plnan dan Ang^ta
DPRD yang m'tiinggnl dunla atau mengahlri maaa tugasnya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat;

17. Dana Oprasional Pimplnan DPRD, selanJutnya disebut Dana Oprasional adalah draa
yang disediakan kepada Pimplnan DPRD setiap bulan untuk m^unjang kegiatan
oprasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lam guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimplnan DPRD sehari-hari.

18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Dnerah Kabupaten Kepulauan Sula.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sula.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya iHisingJcat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula,

BAB 1!

PEKQHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DXW)

Bnginn Kesatu

Pen^asilan Pimplnan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimplnan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten
Kepukauan Sula;

(2) Penghasilan Pimplnan dan Anggota DPRD sebagaimnna dimaksud pada ayat (1)
terdlri atas:

a. Pengjiasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
b. Penghasilan yang perfaknya dibebankan pada Pimplnan dan Anggota DPRD yang

bersangkutan;

(3) Penghasilan Pimplnan dan Anggota DPRD sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:

a. Uang Representasi;

b. Tuijangan Keluarga;



c. Tunjangan Beras;

d. UangPaket;

e. Tunjangan Jabatan;

f. Tunjangan Alat Kelen^apan; dan

g. Tunjangan Alat Kelen^apan lalnnya.

(4) Pen^asilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi :

a. Tunjangan Komunikasi IntenslfJ dan

b. Tunjangan Reses.

(5) Besar Pen^asdan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (3) dan ayat
(4) untuk tahun anggaran 2018 ditentiikan berdasarkan Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Bed an g,

(6) Pembebasan Pajak Penghaeilnn kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hunif n dan huruf b dilalmkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangnn yang berlalcu.

Pasal 3

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,

(2) Uang Representasi Ketua DPRD aohesar Rp, 2, 100,000.-

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesnr Rp, 1. 680.000,-

(4) Uang Representasi Anggota DPRD aebcsar Rp, 1.575.000,-

Pasal 4

(1) Tuidangan Keluarga dan Turdnngan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(2) Tuidangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
besamya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang diterima
pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku scbagai berilcut i

a. Tunjangan Keluarga

-, Ketua DPRD sebesar Rp, 210,000,-
Wakil Ketua DPRD sebesar Rp, 168,000,-

-, Anggota DPRD sebesnr Rp, 157.500,-

b. Tunjangan Beras

-. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
-. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp, 168,000,-
-. Anggota DPRD sebesar Rp, 157.500,-

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10®/o ( sepuluh persen ) dari
uang Representasi yang bersangkutan dengan rincian sebaigal berikut:
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210,000,-
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- '
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157,500,-



-6

Pnaal6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dlmalcBtid dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e cUberikan
setlip ̂ lan kcpada Hmpinan dan Anggota DPRD 145% (Seratus empat i^uh lima
persen) dari uang representasl yang bereianglaitan dengan nncian sebagai benkut.
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
b. WaWl Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-

Pnsnl7

(li Tunjangan Alat Kelengkapan dan Atat Kelengkapan Lalnnya sebag^mana <^inaksud
dalam Pasal 2'ayat (3) huruf f dan huruf g dlberikan setiap bulan kepada Pimpman
dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisl, Badan Anggaran,
Badan Kehormatan, Badan Pembentuknn Perda dan Alat Kelen^apan Lain.

(2) Tui^angan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan i^innya diberikan dengan
ketentuan:

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7,5"4i (h\juh koma lima pfersen) dari uang representasi
Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 167, 500,-

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5% (lima persen) dari uang representasi Ketua
DPRD sebesar Rp. 105.000,- .}

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 3% (tiga persen ) dari uang Representasi Ketua
sebesar Rp. 63.000,-

(3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk don melaksanakan tugas.

Pasal8

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf
a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineija Plmpinan dan Anggota DPRD
dengan besaran 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp.
10.500.000,-

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b d^erikan
pada saat melaksanakan Reses kepada Plmpinan dan Anggota DPRD dengan besaran
5 (lima) kali Uang Representasi Ket\ia DPRD sebesar Rp. 10. 500.000,-

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberi^ sesuai den^
Kemempuan Keuangan Daerah don dlkelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu
tinggi, sedang dan rendah.

(4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dhjmtukan
berdasarkan hasU perhitungan atos besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangl
dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.

(5) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ajrat (4)
Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasl Umum.

(6) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas g^i
dan tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputl gaji pokok, tuz^angan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan lain sesuai peratuan
perundang-undangan.

(7) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dilakukan dengan
ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; ,
c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

Dari Uang Representasi Ketua DPRD.

(8) Dasar Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan (6) merupakan data Realisnsi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dan
tahun anggaran yang direncanaknn.



(9) Perhltungan Kemampuan Keiinngnn Dnernh Bebngalmnna dimalcsud pada ayat (8)
dilakukan oleh Tim Anggnrnn Pcm«rintah Dnernh,

nnglflfi Kedtia
Tun^angan Kesejahterann Plmpfnan dan Anggota DPRD

Pnnnl9

Pemillhnrnnn Ke«ehatnn

(1) Plmpinan dan Anggota DPRD bonortn kelnargnnya diberlk^ jaminan Pemilihar^
Kesehatan dalam bentuk Pembnynrnn premi nfinrnnsi kesehatan kepada Badan
Pelayanan Jaminan Kesehatan. •

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD Bebngaimnna dimaksud pada ayat (1) terdin
dari 1 (satu) orang suami atau 1 (aatu) orang ifltri dan 2 (dua) orang anak.

(3) Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dan (2) sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlnlcii,

(4) Pembayaran premi asuranni Bebngaimnna dlmnkaud pada ayat (3) dibebankan pada
APBD Daerah Kabupaten Kepulaunn Sula.

Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali General Chek Up
(2) General Chek Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksnakan pada Rumah

Sakit Umum Daerah.

(3) Pembayaran General Chek Up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar
Rp. 3.000,000,- per orang yang dibebankan pada Belanja Sekretariat DPRD,

Pasal 11

Jaminan Kecelakaan Keija dan jaminan Kematian diberil^ kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Paknian Dlnas.
(2) Standar Satuan Harga dan Kualitas Palcalan Dinas ditetapkan sebagai berikut

a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 4000,000,- (empat juta rupiah) perpasang,
diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun,

b. Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) sebesar Rp, 4,000.000,- (empat juta rupiah) per
pasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu ) tahu^.

0. Pakaian Sipil Len^ap ( PSL ) sebesar Rp, 5,000.000,- (lima juta rupiah)
perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan papjang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah) perpasang, diberikan I (satu ) pasang dalam 1 (satu) tahun.

e. Pakaian yang bercirikan kbas daerah sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

DAB m

TDNJANOAN PERUMAIIAN DAN TUNJANQAN TRANSPORTASl

Pasal 13

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan, masing-masing 1 (satu) rumah Negara dan
perlen^apannya dan masing-masing 1 (satu) buah Kendaraan dinas Jabatan.

(2) Kepada Anggota DPRD diediakan masing-masing 1 (satu) rumah Negara dan
perlengkapannya.



(3) Dalam hal Pemerintah Daerah bclum dapat itienyediakan Rumah Negara dan
Kendaraan dinas Jabatan bagi Pitnpinan DPRD dan jninah Negara bag! anggota
DPRD, kepada yang bersangkutan dlberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
tranaportasi.

(4) Tunjangan Perumahan dan Turjangan Tranaportasi sebagaimana dlmaksud pada
ayat (3) berupa uang sewa rumah dan uang aewa kendaraan/transportasi yang
beaamya disesuaikan dengan atandar harga aetempht yang berlaku dengan
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, raalonal dan kemampuan keuangan
daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupatl,

Pasal 14

(1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranaportaai aebagalmana pada paaal 13 ayat
(4) dlbayarkan dalam bentuk uang dan dlbayarkan dalam setiap bulan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlberikan kepada
Pimplnan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah Negara.

(3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dibenkan kepada
Pimplnan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh kendaraan dlnaa jabatan.

(4) Anggota DPRD yang telah memperoleh kendaraan dinas tldak mendapatkan
tunjangan transportasi.

(5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) perbulan ditetapkan :
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.294.900,- (Uma belas juta dua ratus Sembilan puluh

empat ribu sembilan ratus ruplah), ^
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.002.050,- (empat belas juta dua ribu lima

puluh rupiah).

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.705.885- (dua belas juta tujuh ratus Uma ribu
delapan ratus delapan puluh lima rupiah ). ^

-A"

(6) Tupjangan Perumahan sebagaimana dimnksud pada ayat (3) adalah sewa rumah
yang berlaku umum tidak termnsuk mobllear, blnya llstrik, air, gas dan telepon.

(7) Tupjangan Transportasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) adalah tunjangan
transportasi yang dlberikan tldak termasuk blaya perawatan dan blaya oprasional
kendaraan dinas jabatan.

(8) Besaran tunjangan Perumahan dan Tupjangnn Transportasi ditetapkan setiap
tahunnya dengan Keputusan Bupnti,

Pasnl 15

(1) Anggaran Tupjangan Perumahan dan Tupjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD. sebagaimana dlmaksud pada Pasal 14 ayat (2) dibebankan dalam
APBD Kabupaten Kepulauan Sula.

(2) Tunjangan Perumahan dan Tupjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dlbayarkan setiap bulan setelah dlanggarkan dalam APBD terhltung s^ak
APBD tersebut ditetapkan.

(3) Apabila Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dlanggarkan dalam
Perubahan APBD, maka Pembnyaran dilakukan terhltung sejak Perubahan APBD
ditetapkan.
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Pasal 16

(1) Belanja Rumah Tangga Pimplnan DPRD, dibeiikan Jika Pimplnan DPRD menempati
rumahjabatan.

(2) Rumahjabatan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumahyang diadiakan

oleh Pemerintah Daerah.

(3) Beaaran Belanja Rumah tangga Jabatan PImpinan DPRD ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut;

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 65. 000.000,-(enam puluh juta rupiah)

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp, 55, 000,000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Pnsal 17 i

Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan tUnjangan pcrumahan darl

tunjangan Transportasi bngl Pimplnan dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlnkit,

BAB IV

BELANJA PBNUNJANO KBOIATAN DPRD

Pasal 18

(1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi,
tugas dan wewenang DPRD bent pa I

a. Program yang terdiri atas ;

1. Penyelenggaraan rapat;

2. Kunjungan Keija;

3. Pen^ajian, penelahon dan ponylapan Peraturan Daeirah

4. Peningkatan kapasitaa dan professional sumber daya manusia dilingkungan
DPRD;

5. Kordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintah kemasyarakat; dan
6. Program lain sesuai dengan fVingsi, tugas dan wewenang DPRD;

b. Dana Oprasional Pimplnan DPRD;

0. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahll Alat Kelengkapan DPRD;
d. Penyediaan Tenaga Ahll Praksi; dan

e. Belanja Sekretaiiat Praksi

Pasal 19

I

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diuraikan dalam
bebrapa kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dana Pimpinan Oprasional Pimpinan DPRD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPTO dan Wakil Ketua DPRD

untuk menunjang kegiatan oprasional yang berkaitan dengan Representasi,

pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD

dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
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(2) Dana Oprasional sebagaimnna dlmnksud pnda ayat (1) jdiberikan sesuai dengan
Kemampuan Keuangan Dacrah, '

(3) Penganggaran Dana Oprasional schngaimann dlmnksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dlsusun secara kolektif oleh i3ekn?lMrlfi DPRD dcngnn ketentuan sebagai berikut t
a. KetuaDPRD, dengan KolompoU KcMinngnn Dacrah :

1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;

2. Sedang, paling banyak 4 (enipat) kali; dan
3. Rendah, paling banyak 2 (dtia) kali;

Dari Uang Represcntasl ICelun DPRD.

b. Wakil Ketua DPRD, dengan Kelompok Keuangan Daerah :
1. Tinggi, paling banyak 4 (empai) kali;
2. Sedang, paling banyak 2,5 (dtin koma Hma) kali; dan
3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali.

Dari uang Representasl Wakll Kctua DPRD

(4) Besar Dana Oprasional sebagaimn na Ketentuan pnda ayat (3) adalah sebagai berikut:
a, Ketua DPRD sebesar Rp. 8. 400i000,- i. ^
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4, 200.000,-

(5) Pemberian Dana Oprasional sebngnimana dimaksud ada ayat (4) dilakukan setiap
bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) dlberikan secara aeknligus untuk semua biaya atau
discbut lumsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungnn dana oprasional lainnya.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Oprasional sctelah pelaksanaan ketentuan pemberian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tldak digunakan sampai dengan tahun
anggaran, sisa dana dimaksud diaetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(7) Dana Oprasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepentingan pribadi,
kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya hahis memperhatikan atas
manfaat, efektifltas, eflsiensi dan akuntabilitas.

BAB V

PBBGABOOARAR DAN PERTANQGUNOJAABAN

Pasal 21

(1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Penghasilan, Tunjangan Perumahan,
Tunjangan Transportasi dan dana Oprasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan
kedalam Rencana Ketja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

(2) Anggaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tldak langsung yang diuraikan kedalam
Jenls belanja pegawai, objek belanja gn^ji dan tunjangan.

(3) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD dianggarkan pada Pos Dewfin Perwakilan Ral^rat Dalsrah dalam belanja tidak
langsung yang diuraikan ke dalam JcmJs belanja pegawai, objek belanja penerimaan
lainnya.

(4) Dana Oprasional Pimpinan DPRD <Hanggarkan dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD
dalam t)elanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obek
belanja penunjang oprasional dan rlncian ol)Jek Iwlanja oprasional Pimpinan DPRD.



Pnnnt 22

(1) Sekretaris DPRD selaku Penggunn Anggnran/Pengguna Barang bertanggungjawab
atas pengelolaan penghaallan, tiin|angan penimahan, tunjangan transportasi dan
dana oprasional Pimpinan DPRD.

(2) Sekretaris DPRD selakun Penggiina Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat
Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untwk pencairan penghasllan tunjangan
perumahan, tunjangan transportasi dan Dana Oprasional Pimpinan DPRD.

(3) Pencairan sebagimana dimaksud pnda ayat (2) dilakukan setiap bulannya dengan
memperhatikan ketentuan penganggaran giji ke- 13 dan gaji ke- 14.

(4) Pencairan Dana Oprasional Pimpinan DPRD setiap bulannya dilakukan dalam 2
(dua) tahap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5).

(5) Surat Perintah Membayar dari Sekretaris DPRD dlf^jukan Kepada Bendahara Umum
Daerah, dengan melampirkan :

a. Kuitansi aebagai tanda terima yang dltandatanganl oleh Pengguna
anggaran/Pengguna Barang; dan

b. Selain persyaratan sebagaimana dimalcsud pada ayat (5) huruf a, Dana
Oprasional Pimpinan DPRD dllampirkan dengan Pakta Integritas yang sudah
dltandatanganl Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesual
peruntukannya.

(6) Pengajuan Pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang
penggunaan dana yang sudah dlterima telah dipertanggungiawabkan sesual
ketentuan perundang-undangan,

Pasal 23

(1) Dalam rangka pertanggungjawnban Dana Oprasional Pimpinan DPRD wajib
menandatanganl pakta integritas yang meijelaskan penggunaan dana telah sesual
peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Oprasional Pimpinan DPRD dlbuktikan
dengan Lapran Hasll Pelaksanaan Tugas yang dilengkapl d'engan rlncian Penggunaan
Dana Oprasional Pimpinan DPRD,

(3) Rindan Penggunaan Dana Oprasional Pimpinan DPRD sebagaimana diamksud pada
ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masjrarakat dan
waktu penggunaan dana yang dltandatanganl Pimpinan DPRD.

(4) Bukd pertangungjawaban penggunaan Dana Oprasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dlsampaikan kepada bendahahara pengeluaran setiap bulan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Inl, maka Peraturan Bupatl Kepulauan Sula Nomor
36 Tahun 2017 dln3ratakan tldak berlalcu lagi.
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BAB VI

KETBNTTJAN PENUTUP

Paaal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setdap ©rang mengetahulnya, momerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula*

Ditetapkan di Sanana

PadatanggalZJJanuari 2018

,UAN SULA

THES

j ■

Diundan^an di Sanana

Pada Tanggal Z^.Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN iqEPULAUAN SULA

Dra. SAFRIN GAILEA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULUAN SULA TAHUN 2018 NOMOR


